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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini di latar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Negara yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. yang mana 

dalam Undang- Undang ini terdapat pasal 4 yang menyatakan bahwa 

penelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN.laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara dilaporkan kepada KPK.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah para penyelenggara 

tersebut telah melaksanakan tugasnya dalam melaporkan harta kekayaannya 

kepada KPK. Dan bagaimana perspektif Siyasah Dusturiah dalam membentuk 

penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme. 

adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

menggunakan Dilaksanakan dengan literatur kepustakaan, yang bersumberkan 

dari buku, jurnal, laporan dari hasil penelitian terdahulu. 

 Adapun hasil dari penelitian penulis, tingkat kepatuhan pelaporan harta 

kekayaan penyelenggara negara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 

mengalami peningkatan, dan para penyelenggara telah melaksanakan 

kewajibannya, meski masih ada sebagian penyelenggara negara yang belum 

melaporkan harta kekayaan mereka. 

 Penelitian dalam kajian siyasah dusturiyah, pembentukan penyelenggara 

negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme telah sesuai dengan 

kaidah fiqiah yang berbunyi “ kebijakan pemimpin terhadap umatnya harus 

didasari dengan kemaslahatan”. Dalam hal ini undang-undang tresebut dibentuk 

untuk menciptakan penyelenggara negara yang bertanggung jawab dan tidak 

merugikan masyarakat dan negara. 

 

Kata kunci:  LHKPN, Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan 

Korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korupsi merupakan perbuatan yang bisa disamakan dengan perbuatan 

mencuri, korupsi merupakan suatu kejahatan yang mana mejadi sebuah 

penyakit yang ada sejak manusia bermasyarakat di bumi ini. Korupsi telah 

begitu meningkat seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Semakin maju 

pembanguan suatu negara maka semakin meningkat pula kebutuhan seseorang 

pejabat untuk mendorongnya melakukan perbuatan korupsi.
1
 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan 

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan 

kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan 

keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, 

serta penempatan keluarga atau golongan kdalam kedinasan dibawah 

kekuasaan jabatannya.
2
 

Dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang 

menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup 

masyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum 

merupakan suaru organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur 

                                                             
1
 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantas Korupsi di Berbagai Negara, cet. Ke 2 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005 ), hlm.1  

2
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, cet. Ke 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2005 ), hlm. 9  



2 

 

 

kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
3
 

Hukum dapat diartikan sebagai kaedah-kaedah tentang tingkah laku 

orang perorangan dalam suatu masyarakat yang memiliki sanksi yang bersifat 

memaksa. Hukum muncul untuk mengatur masyarakat yang berbeda-beda 

agar mencapai satu tujuan tertentu.
4
 Melihat adanya manfaat dari keteraturan 

yang ada di masyarakat, pemerintan membuat peraturan yang mana peraturan 

tersebut dapat disahkan dan di akui oleh masyarakat serta dijalankan oleh 

masyarakat. 

Perundang-undangan merupakan sumber hukum yang tertulis, yang 

mempunyai kelebihan dari norma-norma yang lain, itu desebabkan karena 

undang-undang terkait dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, maka 

dari itu undang-undang memiliki sifat yang memaksa untuk setiap komponen 

negara tersebut.
5
 Undang-undang sengaja di bentuk oleh lembaga Legislatif 

untuk menciptakan hukum dan aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh 

setiap komponen negara. pemerintah sebagai komponen negara juga harus ikut 

serta dalam menjalankan dan mentaati aturan tersebut. 

Mempunyai kekuasaan menjadi ladang untuk mendapat keuntungkan 

bagi pribadi atau kelompok penguasa, sehingga berebut kekuasaan merupakan 

suatu yang lumrah atau biasa dilakukan oleh pejabat negara indonesia salah 

                                                             
3
 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, cet. Ke 5, (Jakarta : Kencana, 2018 ) 

hlm.2  

4
 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam perspektif fiqih 

siyasah (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm.10 

5
 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditia Bakti, 2006), hlm.85 
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satunya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan 

sangat merugikan bagi negara. dimana kegiatan tersebut mengarah pada 

perbuatan kesewenang-wenang dan akan menyebabkan terjadinya pelanggaran 

hak orang lain serta berujung pada perbuatan yang tak lain ialah Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme. 

Apabila ditelusuri lebih dalam lagi, banyak pejabat-pejabat negara 

yang terlibat korupsi, bila di ibaratkan dengan tali, diujung tali tersebut 

ternyata tersangkut semua elit politik, pengusaha dan petinggi hukum yang 

ikut terjerat kasus korupsi. Dari kasus korupsi yang ada di indonesia 

menandakan bahwa korupsi di indonesia sangatkan sering terjadi atau bahkan 

hal yang biasa terjadi, meski pejabat-pejabat tersebut telah disumpah, namun 

mereka tetap melanggar aturan yang telah ditetapkan. Mereka menganggap 

korupsi adalah salah satu cara untuk mengembalikan uang mereka yang telah 

digunakan sebagai dana kampanye sebelum menjabat. Ini merupakan 

fenomena yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia pada beberapa 

dekade terakhir ini. 

Bukan hanya di Indonesia korupsi tersebut, di berbagai belahan dunia 

yang lain tindak pidana korupsi juga selalu mendapatkan perhatian yang 

khusus dari berbagai tindak pidana lainnya. Fenomena ini sangat dimaklumi 

karena dampak negatif yang diberikan oleh koruptor sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan bangsa dan bernegara dari suatu negara, dan juga 

kehidupan antarnegara.
6
 

                                                             
6
 Dr. Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Cet. Ke 2. (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2013), Hal.3 
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Korupsi sudah diangap sebagai hal yang biasa dengan dalih “ sudah 

sesuai prosedur”. Para koruptor tidak lagi mempunyai rasa malu dan takut atas 

pebuatannya, namun mereka secara terang-terangan memamerkan hasil 

korupsinya secara demonstratif. 

Politisi tidak lagi mengabdi pada konstituennya. Parta politik yang 

seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun 

menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal korupsi 

merupakan hal yang sangat serius dan dihindari karena dapat merusak dan 

membahayakan stabilitan dan keamanan negara dan masyarakat.
7
 

Dalam mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan 

pencegahan perbuatan tersebut dengan cara membentuk instrumen untuk 

mengantisipasi perbuatan korupsi yakni Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggaran Negara (Asset Declatarion). Adapun instrumen tersebut 

dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Peraturan tersebut di buat secara tidak langsung dapat membuat 

kesadaran kepada para pejabat agar bersikap Jujur, Adil dan Bertanggung 

Jawab. 

Adapun penyelenggara yang dimaksud dalam undang-undang tersebut 

yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau 

yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

                                                             
7
 Ibid. 
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Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan 

cita-cita perjuangan bangsa. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme 

tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar –

Penyelenggara Negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak 

lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan 

eksistensi negara.
8
 

Adapun pejabat negara tersebut meliputi  Pejabat Negara Pada 

Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara, 

Mentri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara lain sesuai dengan ketantuan 

peraturan perundnag-undnagan berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi 

strategis dan kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
 

Telah jelas dalam undang-undang tersebut merupakan bentuk dan 

tujuan agar para penyelenggara negara tersebut berkewajiban  melaporkan 

kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Adapun dalam hal prosedur 

pelaporan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Republik 

Indonesia No 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara  Pendaftaran, Pengumuman, 

dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.  

Saat ini, keberadaan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tesebut 

sangatlah dipertanyakan, dimana banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan 

                                                             
8
 Firman Sujadi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, cet. Ke 1, (Jakarta: Bee Media 

Pustaka,2014), hlm.13   

9
 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme 
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oleh pejabat-pejabat negara, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi 

negara. Banyaknya pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya 

merupakan salah satu bukti, kurangnya rasa jujur dari sikap para pejabat dan 

tidak adanya kejelasan sanksi yang mengatur tentang pelanggaran tersebut, 

serta melalaikan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 

1999, dalam hal ini Pelaporan Harta Kekayaan di kelola oleh KPK. 

Selain Penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara juga mempunyai 

aturan untuk melaporkan Harta Kekayaannya kepada pengelolahnya yakni 

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Meski sama-sama mempunyai aturan 

dalam melaporkan harta kekayaan, namun LHKPN dan LHKASN mempunyai 

perbedaan. Perbedaan antara keduanya berupa:
10

 

No Uraian LHKPN LHKASN 

1 Subjek Lapor Penyelenggara 

Negara, termasuk 

anggota DRPD 

  

Seluruh ASN/PNS selain 

wajib LHKPN 

2 Tujuan 

Penyampaian 

KPK Pimpinan Organisasi 

melalui Aparat 

Pengawasan Internal 

Pemerintah 

  

3 Pengelolaan KPK Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah 

  

4 Lampiran Bukti Wajib 

menyampaikan bukti 

Tidak wajib melampirkan 

bukti 

  

5 Waktu 

Penyampaian 

Paling lambat 2 

bulan setelah selesai 

menjabat, 

promosi/mutasi, 

Paling lama 3 bulan 

setelah kebijakan 

ditetapkan dan 1 bulan 

setelah menjabat, 

                                                             
10

 JDIH-LIPI, Apakah PNS Wajib Melaporkan Kekayaan, 

https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=139 , diakses pada tanggal 18 November 

2020, 

https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=139
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pensiun, dan 2 tahun 

menduduki jabatan 

yang sama. 

promosi/mutasi atau 

berhenti dari jabatan. 

  

6 Pengumuman Wajib pada 

Lembaran Negara 

dan Papan 

Pengumuman 

Instansi Terkait. 

Tidak. 

 

Menurut tabel diatas, terlihat perbedaan antara keduanya. KPK 

mengelola Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Bukan 

Aparatur Sipil Negara. dalam hal ini pelaporan harta kekayaan penyelenggara 

negara masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan dilaporan ke KPK. 

Melalui website resminya KPK melaporkan “Ikhtisar Kepatuhan 

LHKPN” yang diupload pada tangga 24 Maret 2020 menyatakan sampai senin 

tanggan 23 Maret 2020 tingkat kepatuhannya mencapai 75%. Yang berti 

sebanyak 273.747 wajib lapor telah menyampaikan laporannya dari total 

361.579 wajib lapor yang berasal dari 1.397 instansi di Indonesia.
11

 

Tabel 1.1 

Ikhtisar Kepatuhan LHKPN 

Tahun Pelaporan 2019 

Per 24 Maret 2020 pukul 05.00 

 

Bidang Wajib Lapor Sudah Lapor Belum Lapor 
Kepatuhan 

(%) 

Eksekutif 292.134 218.241 73.893 74.71% 

Yudikatif 18.917 18.211 706 96.27% 

Legislatif 20.171 14.063 6.108 69.72% 

BUMN/BUMD 30.533 23.232 7.301 76.09% 

Total 361.755 273.747 88.008 75.67% 

Berdasarkan tabel Ikhtisar Kepatuhan LHKPN di atas, meski sudah 

mencapai 75% pejabat yang telah melaporkan kekayaannya kepada KPK, 

                                                             

11
 Berita KPK, Tingkat Kepatuhan LHKPN Nasional Capai 75%, 

https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1565-tingkat-kepatuhan-lhkpn-nasional-capai-75-

persen , diakses pada tanggal 8 November 2020 
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namum masih ada beberapa penyelenggara negara yang belum melakukan 

pelaporan kekayaan kepada KPK, dengan kata lain Undang-Undang No 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  tersebut belum berjalan dengan seharusnya. 

Dalam Islam masalah perundang-undangan negara diatur dalam fiqih 

siyasah dan termasuk kedalam Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiah juga 

membahas tentang konsep-konsep konstitusi (dasar undang-undang negara , 

dan sejarah perundang-undangan suatu negara), Legislasi (bagaimana 

perumusan suatu unsang-undang), ada Lembaga Demokrasi dan juga syura 

yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara.
12

 

Siyasah Dusturiah biasanya dibatasi hanya membahas tentang 

pengaturan dan perundang-undangan yang akan dituntut oleh berbagai hal 

kenegaraan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan apakah 

sudah membawa kepada kemaslahatan manusia serta telah memenuhi 

kebutuhannya atau belum.
13

 

Sebagaimana Imam al-Ghazaly mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan maslahat ialah:
14

 

ةُِالُدَفْعُُُوَُُوَنْفَعَةُِالُُجَلْبُُ وَضَرَّ  

Artinya:  “Menggapai   segala   manfaat   dan   menolak   segala mudharat” 

Diatas menyatakan apapun perbuatannya, semua bertujuan untuk 

kemaslahatan bersama, begitu pula dalam membuat peraturan dalam 

                                                             
12

 Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (.Jakarta, 

Prenadamedia Group. 2014), hlm. 177 

13
 Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ‚Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-

rambu Syariah, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 47 
14

  Akbar syarif, et.al, “konsep maslahat dan mufsadah menurut imam al-ghazali” dalam 

Tsaqafah jurnal peradapan islam, Volume 13., No., 2., (2017), h.357  
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pemerintah, semua harus didasari dengan tujuan kemaslahatan masyarakat 

negaranya. 

Agar terciptanya tatanan negara yang bermaslahat, pemerintah juga 

mempunyai kewajiban untuk memenuhinya, yakni dengan cara ikut serta 

dalam mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tidak semena-mena 

mengabaikan aturan yang ada. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam lagi tentang permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang 

tersebut, yakni bertujuan untuk menciptakan rasa tanggung jawab dan jujur 

bagi para pejabat negara dalam hal pelaporan harta kekayaan, mengetahui 

bagaimana pengaturan hukum tentang pelaporan harta kekayaan 

penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar terciptanya 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. 

Adapun sanksi yang djatuhkan kepada penyelenggara negara yang 

tidak melaporkan kekayaannya tertera pada Undang Undang No 28 Tahun 

1999 pada pasal 20 angka (1) “Setiap Penyelenggara Negara yang mlnggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1,2,3,5 dan 6 

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.”
15

 

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mendalami masalah yang telah di 

uraikan di atas dengan judul “Analisis Undang-Undang No 28 Tahun 1999 

Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme 

Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah” 

                                                             
15

Undang-Undang No 28 Tahun 1999, Op, Cit 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat menjadi lebih terarah, maka sangat diperlukan 

batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Maka penulis memfokuskan pada 

pasal 5 dan Pasal 20 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Komisi 

Pemberantas Korupsi No 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 

Undang-Undang No 19 Thun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang No 30 Tahun 2002, dan Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Negara 

dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Negara Indonesia, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang penulis jabarkan, penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara 

Negara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020? 

2. Apakah Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaporan Harta Kekayaan Bagi 

Penyelenggara Negara? 

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiah dalam membentuk penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Tingkat Kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara 

Negara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 

2. Mengetahui Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaporan Harta Kekayaan 

Bagi Penyelenggara Negara 

3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiah dalam 

membentuk penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme 

 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Untuk memperkaya khazanan intelektual, dan menjadi sumber informasi 

dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmu dan pengetahuan pada 

umumnya dan bagi studi tentang sikap politik di Indonesia 

2. Dapat menjadi rujukan dan sumber referensi penelitian lain yang berkaitan 

3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum 

(SH) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research. 

Dilaksanakan dengan literatur kepustakaan, yang bersumberkan dari buku, 

jurnal, laporan dari hasil penelitian terdahulu. 

2. Sumber Data 

Sumber data disini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum Primer dan Skunder. 

a. Sumber Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas.
16

 Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan ialah.  

1) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

2)  Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantas 

Korupsi,  

3) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua 

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 

4) Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftara, 

Pemeriksaan dan Pengumuman Harta Kekayaan  

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

b. Sumber Hukum Skunder 

Bahan hukum skunder berupa literatur-literatur berupa buku-

buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum, dokumen 

resmi, jurnal hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

                                                             
16

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,2018),hlm.47 



13 

 

 

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum seperti kamus, 

encyclopedia,dan lainnya, yang dapat membantu penulis dalam 

menjabarkan bahan Hukum Pimer dan Bahan Hukum Skunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat 

dibutuhkan sehubungan dengan refrensi yang sesuai dengan objek. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data penelitian pustaka 

(library reseach).  

Dalam studi kepustkaan ini, sumber data yang diambil ialah 

sumber data Skunder. Data Skunder tersebut ialah data yang diperoleh dari 

penelitian pustaka, penulis berusaha mengumpulkan data dari membaca 

buku, jurnah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan hal yang dibahas serta publikasi lainnya. Dalam hal ini, penulis 

mengambil beberapa data yang didapatkan dari kpk.go.id (Berita KPK) 

4. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data, metode yang digunakan yakni deduktif, 

yakni mengambil teori-teori lalu mengambil kesimpulan. Selanjutnya 

penelitian kuantitatif yang mana penulis memulai dari data yang kemudian 

dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan, untuk menghasilkan 

suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. 

 

G. Sistematika Penulisan 
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Agar penelitian ini dapat dipahami dan dapat mengarah pada 

pembahasan maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur 

sedemikian rupa, dalam penulisan ini penulis kelompokkan dalam lima (5) 

bab, yakni: 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan    

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1999 TENTANG 

PENYELENGGARA NEGARA YANG BEBAS KORUPSI 

KOLUSI DAN NEPOTISME 

  Pada bab ini, membahas tentang Profil Undang-Undang No 28 

Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme, Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Hasil 

Kekayaan Penyelenggara Negara 

BAB III :  KONSEP TEORITIS TENTANG KORUPSI KOLUSI 

NEPOTISME DAN SIYASAH DUSTIRIAH 

  Pada bab ini membahas Pengertian Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, pengertian Siyasah Dusturiah, objek kajian Siyasah 

Dusturiah, pengertian ahlul halli wal aqdi, syarat ahlul halli wal 

aqdi, tugas dan wewenang ahlul halli wal aqdi 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini, membahas tentang Bagaimana Tingkat Kepatuhan 

pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dari Tahun 2018 

sampai dengan Tahun 2020, Apa Kendala yang Dihadapi Dalam 

Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan 

tinjauan Siyasah Dusturiah dalam membentuk penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme 

BAB V  :  PENUTUP 

  Berisi kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai 

jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-

saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

16 

BAB II 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG 

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS  

KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME 

 

A. Profil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang 

Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme 

Penyelenggara mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan oleh bangsa. Hal ini dibuktikan 

secara tegas dalam penjelasa Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa dalam hal hidupnya suatu negara yang sangat penting ialah semangat 

para penyelenggara negara dan pemimpin dalam pemerintahan. 

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh tahun), penyelenggara negara 

tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara ptimal, hal ini 

menyebabkan penyelenggara negara tidak berjalan dengan semestinya. Ini 

disebabkan karena adanya pemusatan kekuasaan, kewenangan, dan tanggung 

jawab pada presiden atau mendataris Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia. Disamping itu pula, masyarakat belum sepenuhnya 

berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yan efektif terhadap 

penyelenggara negara.  

Pemusanan kewenangan, kekuasaan, dan juga tanggung jawab tersebut 

bukan hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga berdampak 

negatif dibidang ekonomi dan moneter, hal ini tertanda antara lain adanya 

praktek penyelenggara negara yang menguntungkan kelompok tertentu dan 
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juga para adanya penyelenggara yang memberi peluang terhadap  timbulnya 

korupsi, kolusi dan juga nepotisme. 

Perbuatan tindak pidana korupsi, kolusi dna nepotisme tersebut tidak 

hanya dilakukan antara para penyelenggara negara semata, namun juga para 

penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga koni, dan para 

pengusaha, sehigga hal ini yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi 

negara. 

Dalam rangka penyelamatan dan normalitas kehidupan nasional sesuai 

tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, presepsi, dan misi dari seluruh 

penyelenggara negara dan masyarakat. kesamaan, visi, presepsi, dan misi, 

tersebut, harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki 

terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang 

dilaksanakan secara efektif, efesien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 

sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 

Adapun dalam undang-undang ini memuat beberapa ketentuan yang 

seara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum 

pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang secara khusus ditujukan kepada 

para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis 
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dalam kaitannya  dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Undang-undang ini merupakan agian ataupun subsistem dari peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap 

perbuatan korupsi, kolus dan nepotisme. sasaran pokok utama dari  undang-

undang ini adalah para penyelenggara negara yang meliputi Pejabat Negara 

pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara padaLembaga Tertinggi 

Negara, Mentri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara atau Pejabat Lain yang 

memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara 

sesuai denan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersid dan 

bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, undang-undang ini telah menetapkan 

beberapa asas-asas umum penyelenggara negara yakni melipui : 

1) Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuha, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. 

2) Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara negara. 

3) Asas kepentingan umum, asas yang mendalulukan kesejahteraan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 

4) Asas keterbukaan, adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
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tentang penyelenggara negara dengan tetapi memperhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

5) Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan Penyelenggara Negara. 

6) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

7) Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pengaturan tentang peran serta para masyarakat dalam Undang-undang ini 

ialah dengn maksud dan tujuan agar masyarakat dapat ikut mewujudkan 

penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan 

nepotisme, dengan hak dan kewajian yang dimiliki, masyarakat diharapkan 

dapat lebih bergairah dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal 

terhadap penyelenggara negara, dangan cara tetap menaati rambu-rambu 

hukum yang berlaku.  

Undang-undang ini mengatur kewajiban para Penyelenggara Negara, 

antara lain yakni mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya baik itu 

sebelum ataupun setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam undang-
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undang ini berlaku bagi penyelenggara negara, masyarakat, dan Komisi 

Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai 

jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggara 

negara, ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma 

kelembagan, moraitas individu, dan sosial. 

Agar Undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif maka 

diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang 

melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan 

setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat 

negara, keluarga, dan roninya, maupun para pengusaha, dengan tetap 

memperatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. 

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur pemerintah dan 

masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini. 
17

 

Adapun dalam hal ini para penyelenggara negara tersebut haruslam 

melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang 

mana dalam hal ini KPK lah yang berhak menerima laporan harta kekayaan 

para penyelenggara negara baik itu sebelum menjabat, selama menjabat, dan 

juga setelah menjabat. 

B. Komisi Pemberantas Korupsi 

Sejarah pemberantasan korupsi melalui upaya-upaya awal 

pemberantasan korupsi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1957. Yang 

mana dalam perjalanannya, upaya-upaya yang telah terbentuk untuk 

membantu dalam menangani kasus korupsi berupa : 

                                                             
17

 .Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Op,Cit 



21 

 

 

1) Operasi militer khusus yang dilakukan pada tahun 1957 untuk 

memberantas korupsi dalam bidang logistik. 

2) Terbentuknya Tim Pemberantas Korpsi (TPK) pada tahun 1967 dengan 

tujuan untuk melaksanakan pencegahan tindakan korupsi. 

3) Pada tahun 1970 dibentuknya ti Advokasi yang lebih dikenal dengan nama 

Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi 

pada pemerintah. 

4) Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantsa 

korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. 

5) Pada tahun1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani 

pemberantasan korupsi dibidang pajak. 

6) Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (TGPTPK) diawah naungan kejaksaan Agunga. Pada tahun yang 

sama juda dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara 

(KPKPN) 

7) Selanjutnya pada tahun 2002 dibentuknya Komisi Pemberantsan Korupsi 

(KPK) Sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.
18

 

Adapun KPK pada Masa Orde lama pemberantasan korupsi 

mempunyai nama yang cukup unik, yakni Panitia Retooling Aparatur 

Negara, badan ini di pimpin oleh A.H Nasution dan dibantu oleh M. 

Yamin dan Roeslan Abdulgani. Pada masa ini pejabat diharuskan untuk 

meaporkan data dirinya kepada badan tersebut. Namun aturan ini 

mendapat reaksi yang keras dari pejabat terutama yang melakukan 

                                                             
18

 Achmad Badjuri, “ Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga 

Anti Korupsi di Indonsia” dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Volume. 18., No. 1., (2011), h. 87 
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korupsi, dengan alasan pertanggung jawabannya langsung terhadap 

presiden. Badan tersebut akhirnya bubar dan menyerahkan pelaksanaan 

tugasnya kepada kabinet Djuanda.  

Pada tahun 1963 pemerintah membentuk lembaga baru yang dikenal 

sebagai Operasi Budhi melalui keputusan presiden No 275 Tahun 1963 

yang kembali di pimpin oleh A.H.Nasution dan dibantu oleh Wiryono 

Prodjodikusumo. Badan ini memiliki tanggung jawab untuk menyeret para 

koruptor terurtama perusahaan-perusahaan dan juga lembaga-lembaga 

negara yang diamnggap melakukan praktik korupsi. Namun ttidak ada 

perbedaan dari sebelumnya, Operasi Budhi juga mendapatke perlawanan 

yang cukup keras. Sehingga lembaga ini pun berhenti dan kemudian 

digantikan oleh Komand Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau 

(Kontrat), yang dipimpin langsung oleh presiden soekarno dan dibantu 

oleh soebandrio dan juga Letjen Ahmad Yani. Namun berakhir nya Orde 

Lama, maka berakhir juga perjalanan Kontrat tersebut.
19

  

Pada masa orde baru, ada Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai 

oleh Jaksa Agung, dan juga Komisi Empat yang beranggotakan tokoh-

tokoh yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, 

I.J.Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Juga Operasi Penertiban 

(OPSTIK),  

Pada masa Era Reformasi, dimulai sejah B.J.Habibie mengeluarkan 

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. beliau membentuk badan baru 

seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), kppu, atau 
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 Deni Setyawati, KPK Pemburu Koruptor, (Yogyakarta:Pustaka Timur, 2008), h.18 
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Lembaga Ombudsman. Selanjutnya pada masa Abdurrahman Wahid 

dibentuk juga Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi 

(TGPTPK) melalui Peraturan Pemnerintah Nomor 19 Tahun 2000. 

Sehingga sekarang terbentuklah KPK .
20

 

Semua ini ialah lembaga-lembaga yang dibangun dengan tujuan untuk 

mengamankan negara dari tindakan korupsi. Namun lembaga-lembaga 

tersebut tidaklah berumur panjang. Namun dari situ didasarkan perlu 

metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga 

khusus dan memiliki kewenangan yang luas, independen dan bebas dari 

kekuaaan manapun. Maka dari sinilah KPK lahir dengan dengan mandat 

khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, dengan sejumlah 

kewenangan yang dimilikinya.
21

   

Pemberantas tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari aparat 

penegak hukum dan lembaga yang berperan penting dalam menumpas 

kejahatan kerah putih tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap 

pemberantasan tindak pidana korupsi acap kali dihubungkan dengan 

pemerintah, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan,hakim, 

penuntuk umum, penyidik PPATK, BPK, dan lain sebagainya. Namun ada 

satu lembaga penting yang berperan penting dalam menangani kasus tindak 

pidana korupsi idak lain adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
22

 

                                                             
20

 Neny Fathiyatul Hikmah “Implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap 

independensi komisi pemberantasan korupsi perspektif siyasah dusturiyah), (skripsi: Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h.28 
21
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Penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. 

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui 

pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai wewenang luas, 

independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, 

intensif, efektif profesional serta keseimbangan.
23

 

Lahirnya komisi pemberantas korupsi (KPK) pada tahun 2002 seakan 

membawa angin segar dalam upaya pemberantas korupsi di Indonesia. Rakyat 

yang tadinya kecewa dan antipati terhadap pemerintah dan upayanya dalam 

memberantas korupsi perlahan mulai membuka hati dan pikirannya kearah 

positif untuk menumbuhkan kepercyaan kembali dan bersama-sama berjuang 

memberantas korupsi. 

Komisi pemberantas korupsi (KPK), adalah komisi yang dibentuk 

pada tahun 2002 untuk mengatasi, dan menanggulangi serta memberatas 

korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (selanjutnya 

disebut UU No.30 Tahun 2002). Undang-Undang ini terbit dengan 

pertimbangan pemberantas tindak pidana korupsi, yang mana Undang-Undang 

tersebut diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan 

memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, 

monitor, peyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang 
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pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Satu hal yang harus digaris bawahi, dari pengertian 

tersebut adalah kalimat “upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaa, 

didalam sidang” dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Kali ini berarti dalam menjalankan wewenangnya (menyidik, 

menuntut, dan memeriksa perkara korupsi) menurut undang-undang ini, KPK 

tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang tekah mengatur hal 

tersebut sebelumnya. 

Hal ini tidak lain karena saat ini pemberantas tindak pidana korupsi 

sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi, seperti kejaksaan, kepolisian, dan 

badan-badan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan KPK dalam undang-undang 

ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan 

dengan institusi-institusi tersebut.
24

 

Selain di Indonesia negara-negara yang mempunyai lembaga 

Antikorupsi yakni Singapura, Zambia, Thailand, Hong Kong, Kenya, 

Madagaskar, Tanzania. Dalam hal penututan ada beberapa negara yang 

melakukan penuntutannya sendiri seperti singapura, Zambia dan Thailand, dan 

beberapa negara yang tidak mempunyai kewenangan penuntutan seperti Hong 

Kong, Kenya, Madagaskar dan Tanzania.  

Dari hasil penelitian diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung 

keberhasilan anara lain: memiliki kerangka hukum yang jelas, didukung 
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adanya visi dan misi yang jelas, konsestensi dukungan politik pemerintah 

yang terus- menerus, dukungan dana orerasional yang mencukupi, strategi 

yang koheren antra pencegahan dan penindakan, independensi dalam 

pelaksanaan tugas, adanya sumberdaya manusia yang profesional, serta 

adanya dukungan dari masyarakat.
25

 

C. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara 

Lahirnya LHKPN di Indonesi yakni pada masa pemerintahan Presiden 

BJ Habibie. Yang mana pada masa itu dalam rangka mengatasi masalah 

korupsi yang terjadi di Indonesia, beliau mengeluarkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999. Dalam keputusan tersebut 

membahas tetang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara 

Negara (KPKPN). KPKPN merupakan salah satu lembaga independen yang 

berfungsi utnuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam 

klangan penyelenggara negara yang mana sesuai dengan kepres Nomor 127 

Tahun 1999.  

Namun seiring berjalannya waktu dan bergantinya kepemimpinan 

presiden Megawati Soekarno Putri yang mendirikan KPK melalui Undang-

Undang Nomoe 30 tahun 2002, sehungga pada tahun 2002 KPKPN kemudian 

di bubarkan. Sejak saat itu juka KPKPN menjadi bagian dari KPK dan 

kemudian lahirlah LHKPN memiliki dasar hukum, kewajiban Penyelenggara 
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Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam beberapa peraturan 

yang berlaku.
26

 

LHKPN adalah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara. 

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta 

pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di 

dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan KPK. Disisi payung hukum 

kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur 

dalam: 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; 

2) Undang-undangn Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas 

Tindak Pidana Korupsi; 

3) Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pecepatan Pemberantas Korupsi  

4) Keputusan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor : KEP.07/KPK/02/2005 

Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan pengumuman Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

Setiap tindakan wana negara sudah diatur dengan hkum, setiap aspek 

memiliki ketentuan dan juga aturan masing-masing. Adanya aturan-aturan 

tersebut menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan 

memberantas korupsi, namun meski adanya aturan tersebut, pemberantasan 

korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkahnya masih tersendt sampai 
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sekarang. Korupsi merupakan salah satu penyakit yang telah kronis 

menjangkit dan belum dapat disembuhkan yang mana hingga saat ini 

menyebar ke seluruh sektor pemerintah sampai ke perusahaan-perusahaan 

milik negara. untuk itu, dalam langkah meminimalisir perbuatan korupsi yang 

dilakukan oleh pejabat negara yang menimbulkan kerugian negara, maka setia 

pejabat negara diwajikan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum,ketika 

dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.
27

 

Meski telah di bentuk Undang-Undang khusus untuk mengatur para 

pelaku korupsi, namun masih ada sebagian penyelenggara negara yang tetap 

melakukan perbuatan keji tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut adalah 

hal yang wajar. Begitu juga meski adanya aturan yang mewajibkan 

penyelenggara negara untuk melakukan pelaporan harta kekayaan, namun 

masih ada sebagian penyelenggara negara yang tidak mengindahkan dan 

mentaati aturan tersebut. 

Penyelenggara negara berdasarkan pasal 2 undang-undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi 

kolusi dan nepotisme yakni
28

 : 

1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 

2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 

3) Menteri; 

4) Gubernur; 
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5) Hakim; 

6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku dan; 

7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang meliputi: 

a) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha 

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 

b) Pimpinan Bank Indonesia 

c) Pimpinan Perguruan Tinggi 

d) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, 

militer, dan kepolisian Negara Republik Indonesia. 

e) Jaksa 

f) Penyidik 

g) Penitera pengadilan 

h) Pemimpin dan bendaharawan proyek 

Berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan 

Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005 Tentang LHKPN. Jabatan-jabatan berikut jga 

wajib menyampaikan LHKPN: 

1) Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Instansi 

pemerintah dan atau lembaga negara 

2) Semua kepala kantor di lingkungan departemen keuangan 

3) Pemeriksa Ba Cukai 

4) Pemeriksa Pajak 
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5) Auditor 

6) Pejabat yang mengeliarkan perijinan 

7) Pejabat/kepala Unit Pelayanan Masyarakat 

8) Pejabat pembuat regulasi 

Hak Penyelenggara Negara 

Hak penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu: 

a) Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, 

ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. 

c) Menyampaikan penjapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai 

kewenangannya. 

d) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kewajiban Penyelenggara Negara  

Kewajiban penyelenggara negara diatur dalam ketentuan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  yaitu: 

a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum 

memangku jabatannya. 

b) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. 
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c) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah 

menjabat. 

d) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

e) Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan 

golongan. 

f) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak 

melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan 

pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan 

imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta 

dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara merupakan suatu 

kewajiban. Hal ini telah diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negri 

Nomor 700/697/SJ Tertanggal 17 November 2014 Tentang Kewajiban 

Penyampaian Lapoan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di 

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam 

rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui 

penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana 

diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan 

Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi 

pemberantasan korupsi, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban 
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untuk memberikan laporan harta kekayaan seelum dan sesudah menjabat di 

satu posisi jabatan tertentu, yakni sebaga penyelenggara negara.
29

 

Bagi penyelenggara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan, hal 

yang harus dilaporkan sebelum, saat dan setelah menjabat ialah harka 

kekayaan. Harta kekayaan yang harus dilaporkan oleh penyelenggara negara 

ialah harta benda berupa benda bergerak, berwujd atau tidak berujud, 

termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang 

dimiliki oleh penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara atau orang 

lain yang diperoleh sebelun dan selama penyelenggara negara memangku 

jabatannya.
30

 

Pandagan islam terhadap harta kekayaan adalah pandangan yang 

sangat tegas dan bijaksana, karena Allah SWT menjadikan harta sebagai hak 

miliknya, dan Allah memberikan harta tersebut kepada orang yang 

dikehendaknya. Harta kekayaan ang baik adalah yang dperoleh dengan cara 

baik dan halal serta digunakan sesuai dengan tuntutan syariah.  

Harta menurut bahasa arab disebut dengan mall atau jamaknya al-

amwal. Harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki sedangkan menurut 

istilah syar’i harta diartikan sebagai segaa sesuatu yang dimanfaatkan pada 

suaru yang legal menurut syariah islam. Islam merupakan sistem kehidupan 

yang komprehesif, yang mana mengatur segala aspek baik dalam sosial, 

ekonomi, dan politik, maupun kehidupan yang bersifat spiritual. 
31
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Adapun tujuan di bentuknya pembuatan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) yakni bagian dari wewenang yang dimiliki 

oleh Komisi Pemberantas Korpsi yaitu dalam melaksanakan langkah dan 

upaya serta pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Pemerikasaan itu 

jugu disampaikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi denga tujuan 

mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum 

penyelenggara negara yang terbebas dari prakter korupsi, kolusi dan 

nepotisme.  

 

 

 

 



 

34 

  BAB III 

KONSEP TEORITIS TENTANG KORUPSI KOLUSI NEPOTISME  

DAN SIYASAH DUSTURIYAH 

A. Korupsi Kolusi Nepotisme 

1. Korupsi  

Korupsi berasal dari bahasa latin Corrumpere, corruptio,atau 

corruptus. Arti harfiah dari kata ini ialah penyimpangan dari kesudian 

(profanity), tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, 

ketidakjujuran, atau kecurangan.
32

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang terbaru mengatakan 

bahwa korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (uang 

negara,perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang 

lain.
33

 

Untuk pertama kalinya korupsi menjadi istilah yuridis dalam 

peraturan penguasa militer PRT/MT/06/1957 Tentang pemberantasan 

korupsi. Didalam peraturan ini, korupsi diartikan sebagai “ perbuatan yang 

merugikan keuangan dan perekonomian negara”. selanjutnya dirumuskan 

beberapa tindakan-tindankan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

korupsi. 

a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan 

diri sendiri,untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu 
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b. badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan 

perekonomian negara. 

c. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima 

gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang 

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan 

mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang 

diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung 

membawa keuntungan atau material baginya.
34

 

d. Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di indonesia baru 

dikenal kali pertama dalam peraturan penguasa perang pusat kepala 

staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Perpu/013/1958 

(BN No.40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam 

wilayah kekuasaan angkatan laut melalui surat Keputusan Kepala Staf 

Angkatan Laut No.Prt/Z.I/I/7 Tanggal 17 April 1958. Peraturan ini 

memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang 

pertama kali di indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman 

Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) 

juga dijumpai istilah korupsi (Coruptie atau orruptien). Dalam 

peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskam mengerian istilah 

korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi dan pidana korupsi 

lainnya. 
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Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang 

menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana 

memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi 

(prorangan, keluarga dekat atau kelompok), atau melanggar aturan 

pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.  

Pengertian korupsi yang di sebutkan oleh klitgaard dipandang dari 

perspektif administras negara. Black Law Dictionery, mengungkapkan 

korupsi sebagai salah satu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban 

resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara menggunakan jabatan atau 

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri 

atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak 

lain.
35

  

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindank pidana korupsi pasal 2 dan 3 

mendefinisikan korupsi yakni: 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
36

 

Sedangkan rumusan korupsi secara sosiologis, sebagaimana yang 

dikemukan oleh Syeh Hussein Alatas, bahwa: 

“Terjadi korupsi adalah apabila seseorang pegawai negri menerima 

pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud 
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mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada 

kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa 

perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda 

pejabat. Termasuk kedalam pengertian ini juga pemerasan yakni 

permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-

tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.”
37

  

Tindak pidana korupsi berbeda jenisnya. Korupsi ada yang 

dilakukan secara “free lance”, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau 

kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya ntuk meminta 

suap. Namun, korupsi bisa mewabah, menjadi sistematis. 

Apapun jenis definisi korupsi yang digunakan, korupsi bila telah 

mencapai tingkat hypercoruption, akan membawa dampak yang 

mematikan. Sayangnya, korupsi jenis inilah yang biasa kita jumpai di 

dalam tubuh pemerintahan daerah diberbagai negara di dunia. Korupsi 

sistematih menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; 

kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintah; 

kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ketangan orang 

yang tidak berhak.
38

   

Berdasarkan pengertian tentang korupsi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kerupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan 
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perekonomian atau merugikan keuangan negara suatu perbuatan melawan 

hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan negara 

yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. 

Unsur-unsur dari pengertian korupsi adalah : 

1. Setiap orang termasuk korporasi 

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi 

3. Dapat merugikan negara 

4. Perbuatan melawan hukum
39

 

Secara harfiyah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan 

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan 

kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat 

dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara arfiah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti 

yang sangat luas. 

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan dan sebagainya) 

2. Korupsi; busuk, rusak; suka memakai barang atau uang yang 

dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melali kekuasaannya atau 

kepentingan pribadi).
40
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1. Faktor penyebab korupsi 

Adapun beberapa aktor penyebab perbuatan korupsi yakni 

berupa : 

a) Lemahnya pendidikan agama dan etika 

b) Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah 

kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung 

korupsi 

c) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataan yang ada kasus-kasus 

korupsi yang beredar di Indonesia dilakuka oleh para koruptor 

yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, tepelajar, 

terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat 

d) Kemiskinan. Namun pada kasis yang beredar di Indonesia, para 

pelaku korupsi bukan didasari oleh kemiskinan melainkan 

keserakahan, sebab mereka bukanlh dari kalanyan yang tidk 

mampu melainkan para konglomerat 

e) Tidak adanya sanksi yang keras 

f) Kalangan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi 

g) Srtuktur pemerintahan 

h) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan 

radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional 

i) Keadaan masyarakat. Korupsi saat birokrasi dapat mencerminkan 

keadaan masyarakat secara keseluruhan
41
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Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih dalam 

bukunya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi, mengatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi terjadnya korupsi. Korupsi terjadi 

disebabkan oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal ialah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri 

sendri si pelaku. Berupa: 

a) Sifat atau kepribadiaan yang rakus 

Rakus adalah perbuatan yang ingin memperoleh lebih 

banyak dari yang diperlakukan. Perbuatan ini disebut dengan 

tamak dan serakah.Seseorang melakukan korupsi dengan sifat 

rakus ini biasanya di latar belakangi keinginan untuk mendapatkan 

lebih dari yang seharusnya didapkan. 

b) Kurangnya akhlak dan moral 

Setiap manusia yang lahir di dunia ini sudah pasti 

mendapatkan pelajaran tentang perbuatan baik dan buruk, baik dari 

orang tua maupun dari lingkingannya. Perbuatan korupsi 

merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran moral. 

Perbutan korupsi juga merupakan salah satu perbuatan yang 

tercela. Oleh sebab itu, orang yang melakukan korupsi bisa 

dikatana salah satu orang yang tidak berakhlak dan bermoral. 

c) Iman yang lemah 

Orang yang lemah imannya rentan terpengaruh hal-hal yang 

berbau krjahatan. Landsan agama adalah tiang utama dalam 



41 

 

 

membentegi prilaku seseorang. Apabila imannya kuat, maka 

mereka akanterhindar dari praktek-prakterk korupsi. Namun jika 

iman seseirang tersebuta tipis. 

d) Penghasilan yang kurang mencukupi 

Manusia berekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bila 

penghasilan dari bekerja kurang mencukupi kebutuhan hidup, 

seseorang dapat melakukan korupsi. Kasus ini banyak terjadi 

dikalangan-kalangan menengah. Misalnya, seorang laki-laki 

dengan tanggungan istri dan kelima anaknya melakukan korupsi 

untuk sekedar membelikan susu untuk anak-anaknya karena gaji 

yang diterimanya tidak cukup. 

e) Kebutuhan hidup 

Korupsi dapat terjadi karena desakan ekonomi. Tidak 

dipungkiri bahwa faktor ekonomilah yang menjadi sorotan utama 

dalam kasus korupsi. Dengan penghasilan yang kurang memadai, 

seseorang dapat melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup semakin melilit. Terlebih lagi kebutuhan hidup bukan 

menurun namun terus bertambah.harga-harga bahan pokok dan 

kebutuhan sehari-hari terus meroket. 

f) Menuruti gaya hidup 

Gaya hidup adalah prilaku dilakukan untuk membentuk 

citra diri sendiri dan merefleksikan status sosial seseorang. 

Seseorang yang status sosialnya tinggi kebanyakan enggan untuk 

bersosialisasi dengan kalangan bawah. Hal ini lah yang 
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membuatnya merogoh uang lebih banyak. Ini salah satu pemicu 

sesorang melakukan korupsi. 

g) Tidak mau sengsara dalam bekerja 

Jika kita menginginkan uang, maka kita harus bekerja. 

Namun, masih banyak prilaku orang yang ingin instan 

mendapatkan uang tanpa harus sengsara dalam bekerja.hal ini juga 

menjadi faktor yang sangat nyata di kalangan koruptor. Jalan pintas 

yang di ambil ini justru menyengsarakan orang lain, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari 

situasi lingkungan yang medukung seseorang untuk melakukan 

korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan 

korupsi : 

a) Faktor ekonomi 

Ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi 

terbesar. Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak 

mencukupi kebutuhan. Orang yang melakukan korupsi karena 

kebutuhan ekonomi biasanya dibarengi dengan faktor-faktor lain, 

diantaranya lemahnya akhlak dan untuk memenuhi gaya hidup. 

b) Faktor organisasi 

Dalam hal ini, organisasi yan dimaksud memiliki cakupan 

yang luas, termasuk sistem perorganisasian masyarakat. Organisasi 
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yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi terjadi biasanya 

memberi andil karena memberi peluang atau kesempatan untuk 

melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena beberapa aspek, 

diantaranya kurang adanya keteladanan dari sosok pemimpin, 

kultur organisasi yang salah, sisten akuntabilitas yang kurang 

memadai, dan menajemen yang kurang mengarah. 

c) Faktor Politik 

Politik juga salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini 

dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para 

pemegang kekuasaan. Kasus suap serta politik uang juga santer 

terdengar oleh masyarakat. Persaingan dan kompetisi politik 

merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama dikalangan elite 

politik. Umumnya, desakan kultur dan struktur korupsi betul-betul 

terwujud dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para 

pejabat. 

d) Faktor Perilaku Masyarakat  

Pembiaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi 

menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui 

praktik korupsi, sebagai masyarakat cendrung menutupinya karena 

kepentingan segelintir ognum. Masyarakat yang seperti inila yang 

menyuburkan tindakan korupsi. Selain itu, masyarakat juga masih 

ada yang belom menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya 

merupakan tindakan korupsi. 
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e) Faktor Hukum  

Faktor hukum dilihat dari dua sisi, yaitu perundang-

undangan dan lemahnya penegakan hukum. Dalam pelaksanaan 

penegakan hukum, masih banyak tindakan atau aturan yang 

bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan 

tumpang tindih dangan peraturan lain. Walaupun demikian, 

seharusnya masyarakat sadar akan aturan hukum.
42

 

2. Ciri-Ciri Korupsi 

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri 

khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1) Melibatkan lebih dari satu orang, korupsi tidak hanya berlaku di 

kalangan pegawai negri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga 

terjadi di organisasi usaha swasta. 

2) Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, 

salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk tinai 

atau benda ataupun wanita. 

3) Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya, 

4) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang 

tidak selalu berupa uang. 

5) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada 

badan publik atau masyarakat umum, 
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6) Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 

pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat. 

7) Dibidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran 

uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat 

seseorang bekerja, megambil komisi yang seharusnya hak 

perusahaan.
43

 

2. Kolusi 

Istilah kolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti : 

Kerjasama rahani untuk maksud terpuji, persekongkolan. Dalam istilah Al-

Quran kolusi termasuk Ta‟awun „ala al-Itsini wa al-Udwan yaitu suatu 

bentuk kerja sama dalam melakukan kejahatan. Kolusi adalah 

pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara 

negara 
44

 kolusi atau Collusion juga merupakan suatu kesepakatan atau 

persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan 

suatu tindakan penipuan. 
45

 

Adapun beberapa macam bentuk Kolusi yakni : 

1) Pemalsuan (Fraud) 

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, 

dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau 

kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.  
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2) Penyalah gunaan jabatan atau wewenang (Abuse of Discretion) 

Merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang 

dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memilih atau pilih kasih 

kepada kelompo atau perorangan, sementara sikap diskriminatif 

terhadap kelompok atau perorangan lainnya. Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang pemberantas tindak pidana korupsi menentukan penyalah 

gunaan jabatan atau wewenang adalah setiap orang yang dengan 

sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 

yang adapada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan Negara atau perekonomuan Negara.
46

 

Unsur- unsur kolusi yakni : 

a) Pemufakatan atau kerja sama secara sadar antar pelaku; 

b) Perbuatannya bersifat melawan hukum; 

c) Pelaku adalah antar penyelenggara negara dan juga pihak lain; 

d) Merugikan orang lain. 

3. Nepotisme 

Nepotisme daam bahasa Inggris “nepotism” menurut kamus 

yang sama berarti, mendahulukan sanak saudaranya sendiri, khususnya 

dalam pemberian jabatan. Lazimnya nepotisme terarah pada pemberian 

prioritas, baik dalam jabatan maupun proyek kepada kerabatnya 

dengan cara yang tidak “fair”, mengesampingkan perimbangan 

kualitas dan juga kemampuan dari pihak yang menerima jabatan 
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ataupun penerima proyek tersebut, dan juga dilakukan dengan proses 

kompetisi yang tidak sehat.
47

 

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara 

secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan 

keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan negara.
48

 Adapun nepotisme dalam islam yakni al-

muhabah. Digunakan untuk menerangkan praktik dalam kekuasaan 

umum yang mendahulukan kepentingan keluarga untuk 

mendapatkan suatu kesepatan. 

Nepotisme, yang berasal dari kata latin Nepos, yang artinya 

cucu. Nepotisme dipakai untuk menggambarkan perbuatan 

mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat serta anggota partai 

politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang 

ditentukan. 
49

 

Unsur-unsur nepotisme yakni: 

a) Perbuatan penyelenggara negara; 

b) Perbuatannya merupakan melawan hukum; 

c) Perbuatannya itu menguntungkan keluarganya atau kroninya diatas 

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 
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B. Pengertian dan Objek Kajian Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian 

Fiqih siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga 

negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan 

lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.
50

 

Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya “seorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam 

perk embangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan 

anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroater (Majusi). Setelah 

mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturi berarti 

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama 

antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak 

tertulis (konvensi) maupun yang tertulis. 

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara 

manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-

peraturannya, dan adat istiadatnya. Kata dusturi dengan constitution dalam 

bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa indonesia. 

Dengan demikian siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah  yang 

membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan 

syariah islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan 

meceriminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Alquran, dan 
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As-Sunnah, baik mengenai akhlak, ibada, akhlak muamalah, maupun 

semua yan berhubungan dengan ketatanegaraan.
51

 

Siyasah Dusturiyah adalah kajian dari fiqih siyasah. Siyasah 

Dusturiah juga merupakan pembuatan undnag-undang dan melahirkan 

kebijakan penguasa yang berisi berbegai aturan untuk kehidupan 

masyarakat dalam bernegara. Keputusah hukum yang dibuat oleh 

pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasri‟i  karena secara 

definisi tasri‟i adalah kata yang diambil dari lafadz syariah yang artinya 

“jalan yang lurus”. Secara teminologis, tasri‟i diartikan oleh para fuqaha 

sebagai hukum-hukum yang ditetapka oleh Allah bagi hamba-hambanya 

yang diungkapkan melalui perantara rasulullah SAW aga manusia 

melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum 

yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang 

berkaitan dengan akhlak ,akidah, dan budi pekerti.  

Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata tasri‟i yang artinya 

menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasri‟i dalam 

pengertian tersebut adalah “membuat undang-undang”, baik undang-

undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang dosebut dengan 

tasri‟i samawiyy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya 

yang dinamakan dengan tasri‟i wad‟iyy.
52

  

                                                             
51

 Jubair Sitomurang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 

2012), cet ke-1, h.20  

52
 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah, (Bandung:Pustaka Setia, 2015) , cet ke- 2, h.36 



50 

 

 

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang 

dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat 

dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan 

dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Salah satu kajian siyasah dusturiyah adalah konstitusi madinah dan 

piagam madinah. Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah 

membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan 

menggerakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. “piagam madinah 

juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial plitik 

bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah 

keemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh 

para pekat politik sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara 

islam yang didirikan oleh Nabi Muhammd SAW.  

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertuis mengatur negara 

islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda 

pemerintahan, berpedoman pada prnsip-prinsip Al-quran dan teladan Nabi 

dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih di 

terapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berlembang. 

Pasca- Khulafak Ar-Rasyidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia 

Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata 

negara diberbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini 

timbul sebagai reaksi atas kemundiran umat Islam dan respons terhadap 
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gagasan poitik barat yang masuk dalam dunia islam bersama dengan 

kolonialisme terhadap dunia islam.
53

 

Salah satu aspek dari konstitusi atau undang-undang dasar adalah 

bidang-bidang kekuasaan negara. kekuasaan itu dikenal dengan majlis 

syura dan ahl al-halli wa al-aqdi seperi yang disebut Abu A’la Al-

Maududi sebagai dewan penasehat serta Al-mawardi menyebutnya dengan 

Al-ikhtiyar 

Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bidang yaitu
54

: 

a) Lembaga Legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan membuat undang-undang 

b) Lembaga Eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang 

berfungsi menjalankan undang-undang 

c) Lembaga Yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Setiap negara terdiri atas lima unsur: 

a) Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan 

menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang 

kepala negara, para kabinet, dan pejabat diberbagai daerah serta 

jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil; 

b) Rakyat memegang kedaulatan suatu negara atau yeng memilih para 

pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban 

kedzaliman para penguasa koruptor; 
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c) Wilayah suatu negara dengan oerbatasan yang jelas; 

d) Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara; 

e) Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap 

rakyatnya. 

Dengan demikian, pembentukan negara dan pemerintahan harus 

didukung oleh lima unsur di atas. Jika terdapat salah satunya yang tidak 

ada, akan rusak suatu negara. 

Dapat disimpulkan siyasah dusturiyah merupakan pembicaraan 

tentang politik dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, 

khalifah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan 

lainnya.
55

 

2. Objek Kajian 

Adapun objek kajian fiqih Siyasah yang berlaku secara formal 

sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah dibidang ekonomi atau siyasah 

maliyah (politik ekonomi), dibidang pemerintah disebut siyasah 

dusturiyah, dibidang kenegaraan atau siyasah dauliyah, yang juga siyasah 

berhubungan secara langsung dengan peraturab perundang-undangan yang 

berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-

Sunnah atau ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan 

pemerintahan di masa rasulullah SAW atau para sahabat, terutama 

khalifah yang empat. 
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Objek kajian yang pertama dalam fiqih siyasah yakni siyasah 

dusturiyah, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak 

dan rakat dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat 

dalam masyarakat. Pembahasan utama dar siyasah dusturiyah meliputi 

hal-hal dibawah ini
56

 : 

a) Kajian tentang konsep Imamah, khalifah,mamlakah, berikut hak dan 

kewajibannya; 

b) Kajian tentang rakyat, kedudukan,hak, dan kewajibannya; 

c) Kajian tentang bai‟ah dari zaman ke zaman; 

d) Kajian tentang waliyul ahdi ; 

e) Kajian tentang perwakilan atau wakalah; 

f) Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd; 

g) Kajian tentan wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan 

parlementer; dan 

h) Kajian tentang pemiliha umum. 

Seluruh persoalan tersebut, dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah 

umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua pokok: pertama, dalil-dalil 

kully, baik ayat-ayat Alquran maupun hadits, maqosidul syariah, dan 

semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat,yang tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kully 

tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. 

Kedua, aturan-atuan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan 
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kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya. 

Apabila kita liat dari sisi lain fiqih siyasah dusturiyah ini dapat 

dibagi kepada: 

a) Bidang siyasah tasri‟iyah, termasuk didalamnya persoalan ahlu hali 

wal aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin 

didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, 

peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. 

b) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain 

c) Bidang siyasah qadla‟iyah, termasuk didalamnya masalah-masalah 

peradilan 

d) Bidang siyasah idariyah, termasuk didalamnya masalah-masalah 

administrasi dan kepegawaian.
57

 

Didalam kajian Siyasah Dusturiyah, terdapat pembagian lain yakni 

Siyasah Idariyah, yang mana dalam kajian ini, mengatur tentang 

administrasi negara, ini merupakan alternatif untuk mengatur dan 

mengelola tata pemerinahan yang baik. Siyasah idarian juga 

merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, 

sumber-sumber landasan dari siyasah idariyah adalah bersumber dari 

al-quran dan hadits serta ijma‟ dan qiyas. 

Kata idariyah berasal dari bahasa arab yang masdar dari kata adara 

asy-syay‟ayudiru idariyah yang artinya mengatur atau menjalakan 
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sesuatu. Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak 

pakat yang mendefinisikan. Namun umumnya idariah berarti 

administrasi.
58

  

Pada  dasarnya  Siyasah  idariyah secara  umum  memiliki  tujuan  

yang sama  yaitu  mengatur.  Sedangkan  dalam  arti  lain  administrasi  

adalah  proses kerjasama  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  di  

dasarkan  atas  rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di 

dalam Islam. Administrasi mempunyai persaman  dengan  diwan.  Alur  

kerja  diwan  sama  dengan  definisi  administrasi negara  yaitu  

menjalankan  proses  pemerintahan,  dan  diwan  sendiri  di  bagi 

menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekruitmen dan 

penggajian tentara  

2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para 

pengawas negara, tempat dan wilayah kewenanganya serta sistem 

penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka 

3. Diwan yang berhubungan dengan penganggkatan dan 

pemberhentian pegawai  

4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan 

pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal. 
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Siyasah dusturiyah memahami seluk beluk pengaturan urusan umat 

dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar 

ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
59

 

Siyasah Dusturiyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai 

sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan. Dalam siyasah dusturiyah 

dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, 

sebagaimana dianjurkan oleh syariat islam agar prinsip-prinsip politik 

islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan politis 

yang menyebabkan seseorang berhak memegang tampuk kekuasaan.
60

 

Siyasah Dusturiyah secara umum mempelajari asal usul negara 

dalam sejarah islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, 

perannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan 

kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori 

yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut 

islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan 

fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran 

syariat yang memengaruhinya disertai dengan apresiasi dan analisis 

mendalam. 
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Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan 

pemimpin dengan rakyat dinegara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena 

itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik 

ketatanegaraan dan pemerintah dalam islam. 

 

C. Ahlul Halli Wal Aqdi 

Secara bahasa Ahlu-Halli Wa al-Aqdi terdiri dari tiga kata; Ahlu, yang 

berarti orang yang berhak yang memilki). Halli, yang bearti melepaskan, 

menyesuaikan, memecahkan,. Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan 

transaksi, membentuk. Para ahli fiqih siyasah merumuskan Ahlu-Halli Wa al-

Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan 

menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, ahl-Halli Wa al-Aqdi 

adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau 

suara masyarakat. 

Terdapat beberapa pengertian ahlul halli wal aqdi diantaranya yakni: 

a) Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut 

pula dengan istilah ahlu al-ijtihad atau ahlu Al-Ikhtia. 

b) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan 

mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untu sebutan bagi orang-

orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani 

rakyat. 

Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar menyatakan bahwa ulil amri 

termasuk ahlul halli wal aqdi, yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan 

umat 
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a) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-

masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang 

berpengalaman dalam urusan-urusan akyat, yang melaksanakan 

kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan. 

b) Ahl halli wal aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka 

masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan 

kemaslahatan rakyat. 

c) Kupulan orang dari bebagai profesi dan keahlian yang ada dalam 

masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa 

dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan 

dan kemaslahatan publik.
61

 

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahlu-Halli Wa al-

Aqdi oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang 

yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan 

keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintah maupun lainnya.  

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyatnya atau 

ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya 

harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan 

mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti 

banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.
62
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Ahlul halli wal aqdi lebih jelasnya adalah lembaga perwakilan yang 

menampung dan menyalurkan aspirasi dan juga suara masyarakat. Anggota 

ahlul halli wak aqdi berasal dari beberapa kalangan dan profesi. Merekalah 

yang menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintah. Maka kita 

sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum, harus menaati aturan yang 

telah di tetapkan, baik itu dari Allah, Rahulullah, dan juga pemimpin kita. 

Sebagaimana firman Allah SWT : 

سُىلَُوَأوُْلِيُالأهْرُِهِنْكُنُْ َُوَأطِيْعُىاُالرَّ  اطَِيْعُىاُاللََّّ

Artinya :  “taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. (Q.S An-Nisa‟ (4):59)
63

” 

 

1. Syarat Ahlul halli wal Aqdi 

Al qadhi Abu ya’la telah menetapkan beberapa syarat kecakapan bagi 

Ahlul halli wal „aqdi, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, syarat moral (akhlak), yakni keadilan, ahlul halli wal aqdi 

harus orang-orang yang menegakkan keadilan, jujur, amanah, dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat. Kedua, memiliki keilmuan yang cukup dalam 

politik bernegara dan mengenali ilmu kepemimpinan, sehingga dapat 

memahami persoalan yang dihadapi oleh negara dan pemerintah. Ketiga, lebih 

dekat pada persyaratan pengetahuan politik dan kemasyarakatan. Di indonesia 

untuk calon anggota legislatif minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas, tetapi karena perkembagan persoalan yang dihadapi bangsa dan 

negara dan memerlukan pemecahan masalah yang didasarkan pada 
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pengetahuan teoritis yang mendalam, untuk calon anggota legislatif minimal 

sudah sarjana. 

Para fuqaha tidak menyebutkan cara untuk menentukan atau 

menetapkan ahlul halli wal aqdi. Sekalipun mereka menyebutkan beberapa 

masalah yang berkaitan dengan tema ini. Diantaranya adalah mereka (Ahlul 

halli wal aqdi) tidak diisyaratkan berasal daripenduduk yang senegri dengan 

sang imam, yaitu penduduk ibu kota karena tidak ada maksud untuk 

mengistimewakan. Sekalipun praktiknya mereka lebih dahulu dari yang lain, 

mengetahui kematian sang kepala negara karena pda umumnya orang yang 

layak menduduki kekhalifahan ada di negri (ibu kota) mereka.
64

 

 

2. Tugas dan wewenang Ahlil halli Wal Aqdi 

Secara fungsional, dewan pewakilan umat bisa disebut dngan ahlul 

halli wal aqdi telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika 

memimpin pemerintahan di madinah. Nabi muhammad telah meletakkan 

landasasn filosofi sistem pememrintahan yang memiliki corak demokratis. Hal 

ini dikarenakan ketika beliau memimpin dan menghadapi persoalan duniawi, 

dn juga menyangkut kepentingan umat yang mana harus melibatkan para 

sahabat dalam memecahkan persoalan tersebut. 

Beberapa tugas dan wewenangnya berupa: 

a) Ahlul halli wal aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang 

mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam, tidah hanya 

itu, ahlul halli wal aqdi juga mempunyai hak untuk memberikan koreksi 
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dan kritik tegas terhadap pejabat negara. kalau mungkin mengajukan 

pemberhentian terhadap pejabat negara. kalu mungkin mengajukan 

pemberhentian terhadap pejabat negara. kalau mungkin mengajukan 

pemberhentian terhadap pejabat tersebut. Jika dilihat dari historis 

pemecatan oleh rasul terhadap Amil Bahrain dan pemberhentian sa’ad dari 

jabatan wali oleh umar.
65

 

b) Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan 

masyarakat kepada maslahat 

c) Ahlul halli wal aqdi mempunyai wewenang membuat undang-undang 

yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur 

tegas oleh Al-Quran dan Hadits. Begitupun pemmpin bisa mengajukan 

konsep atau rancangan hukum dan undang-undang kepada majelis ahlul 

halli wal aqdi, hal tersebut dilatar belakangi melihat kapitalitas potensial 

yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. 

d) Ahlul halli wal aqdi tempat konsultas imam di dalam menentukan 

kebijakannya. Salah satu contohnya adalah memberi masukan kepada 

pemimpin, ada dua argumentasi yang dijadikan sandaran pertama, 

menganalisa lewat telaah bahasa atau keumuman ayat yang diakui 

keabsahannya sebagai landasan terbentuknya iklim musyawarah. Kedua, 

mencermati pelaku sejarah Rasulullah Saw dan para sahabat ketika 

menghadapi suatu permasalahan yang harus segera direalisasikan. 

e) Ahlul halli wal aqdi mengawasi jalanya pemerintahan. 
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Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam(khalifah); 

a) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang 

establish, dan ijma’ generasi salaf. Jika muncul pembuat bid’ah, atau orang 

sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah 

kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai 

dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi 

dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan. 

b) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan 

mengehentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar 

keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-

wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah. 

c) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat 

leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari 

gangguan terhadap jiwa dan harta. 

d) Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi 

laranganlarangan Allah Ta’ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan 

melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan 

perusakan terhadapnya. 

e) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan 

kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah 

untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan 

darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim 

(Mu’ahid). 
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f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi 

hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin 

(ahlu dzimmah), agar hak Allah Ta’ala terealisir yaitu kemenangan-Nya 

atas seluruh agama. 

g) Mengambil Fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa 

pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari’at secara 

tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa. 

h) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas 

negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada 

waktunya, tidak mempercepata atau menunda pengeluarannya. 

i) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan 

orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-

tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang 

oleh orang-orang yang jujur. 

j) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi 

keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. 

Sebagai Ahlul halli wal aqdi tugas mereka tidak hanya melakukan 

musyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan 

undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak 

bertabrakan dngan salah satu dasar hukum syari’at yang baku dan 

melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin negara saja. Namun 

tugas mereka juga mengawasi atas kewenangan legislatif sebagai wewenang 

pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa 

untuk mencegah mereka dari perbuatan atau tindakan yang melanggar suaru 
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hak yang bukan seharusnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran 

ayat 104 yang berbunyi: 

نْكُنُُْوَلْتَكُيُْ ة ُُهِّ ُُالْوُنْكَرُُِعَيُُِوَيَنْهىَْىَُُبِالْوَعْرُوْفُُِوَيَأهُْرُوْىَُُالْخَيْرُُِالِىَُيَّذْعُىْىَُُاهَُّ ى ِكَُۗ 
الْوُفْلِحُىْىَُُهنُُُُوَاوُل ٰۤ  

Artinya :  “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang  

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan  

mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang  

beruntung” ُ) Q.S.Ali Imran : 104)
66
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang mana telah di 

cantumkan oleh KPK didalam laporan tahunan, Ikhisar kepatuhan LHKPN 

mulai dari tahun 2018 sanpai denga tahun 2020, terdapat peningkatan, 

Ikhtisar Kepatuhan LHKPN tahun 2018 yakni 63,78%, Iktisar Kepatuhan 

LHKPN tahun 2019 mengalami peningkatan yakni 93,00%, dan Ikhitsar 

Kepatuhan tahun 2020 juga mengalam peningkatan dari tahun 2019 yakni 

96,29%. 

2. Kendala yang di hadapi terkait pelaporan harta kekayaan yakni, kurang 

jelasnya sanksi yang diterima oleh pelanggar yang tertera dalam undnag-

undang tersebut, tidak adanya kewenangan KPK dalam memberi sanksi 

bagi pelanggar yang tidak melaporkan harta kekayaan, kurangnya 

ketegasan dari suatu instansi pelapor dan juga kurangnya kesadara dari 

pelapor untuk melakukan LHKPN, Kurangnya sosialisasi terhadap 

instansi-instansi, dan faktor lain ialah, karena kesulitannya akses internet 

yang menyebabkan terkendalanya dalam pengiriman LHKPN ke situs e-

LHKPN 

3. Dalam siyasah dusturiyah terdapat beberapa kajian yakni siyasah 

idariyah,yang terdapat aturan tentang masalah administasi negara agar 

tencapainya pemerintahan yang baik, salah satunya aturan yang diberikan 
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oleh penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai 

dengan aturan administratif yang berlaku. Kajian lain tentang siyasah 

tanfidiyah yang berarti para pembuat aturan atau keputusan dalam 

membuat aturan tersebut, haruslah berdasarkan dengan kemaslahatan 

umat. Dan tidak membawa umat kepada kemudharatan. Hal ini sesuai 

dengan kaidah yang mengatakan “ kebijakan imam (pemimpin) harus 

berdasarkan kemaslahatan umat.” 

B. Saran  

Sebagai akhir dari penelitian beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan kepada pihak-pihak terkait yakni : 

1. Diharapkan kepada Penyelenggara Negara dapat melaporkan harta 

kekayaannya kepada Komisi Pemberantas Korupsi secara jujur dan tanpa 

adanya unsur kecurangan dalam melaporkan harta kekayaan. 

2. Kepada anggota legislatif, agar bias lebih menyempurnakan undang-

undang pasal 20 ayat (1) denga cara memberikan kepastian dan 

kewenangan kepada KPK agar KPK dapat menindak lanjuti para pelapor 

yang dengan sengaja tidak melaporkan harta kekayaannya. 

3. Diharapkan kepada kepala instansi para penyelenggara negara agar dapat 

memberikan sanksi administrasi yang tegas agar memberikan efek jera 

kepada penyelenggara negara yang lalai dan dengan sengaja tidak 

melaporkan harta kekayaannya. 
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